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1.
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DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH

bahwa  berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) dan (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah dan Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (5)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman  Pengelolaan Keuangan Daerah maka  perlu
diatur/ditetapkan Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten
Aceh Tengah Tahun Anggaran 2020;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam suatu
peraturan.

Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974
tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang-Undang.....




10.

i

12.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh (Lembaran Negara tahun 2006 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir kali dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan.....




13.

14.

15.

16.

17

18.

19,

Menetapkan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang
Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.02/2018 tentang
Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2019 jo Pasal 3 huruf c;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
29 Tahun 2016 Tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri
Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri Dan
Pemerintah Daerah, Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah,
Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 18 Tahun 2008 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh
Tengah;

Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah
Tahun Anggaran 2019;

Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 67 Tahun 2008 tentang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Aceh Tengah, sebagaimana telah diubah dengan peraturan
Bupati Aceh Tengah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 67 Tahun 2008
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Aceh Tengah;

Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 75 Tahun 2018 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh
Tengah Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH TENTANG STANDAR BIAYA
UMUM PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN
ANGGARAN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Aceh Tengah;

Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Kabupaten sebagai
unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten;

Bupati adalah Bupati Aceh Tengah;

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah;

5. Satuan .............




10.

11.

12.

13

14,
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16.

17.

Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut SKPK adalah
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di lingkungan pemerintah Kabupaten
selaku Pengguna Anggaran/barang;

Kepala SKPK adalah Kepala SKPK dalam jajaran Pemerintah Kabupaten Aceh
Tengah;

Pegawai Negeri Sipil adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah
memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat berwenang dan
diserahi tugas dalam suatu jabatan dalam negeri, atau diserahi tugas negara
lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu
tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang
bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan
kemampuan organisasi.

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat yang
memegang kewenangan penggunaan anggaran dan bertanggung jawab atas
pengelolaan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK)

Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk
melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan
sebagian tugas dan fungsi SKPK.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah
pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan
dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya yang ditunjuk oleh
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Staf Admistrasi Kegiatan adalah Staf pada SKPK yang membantu PPTK dalam
melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan
bidang tugasnya yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran.

Biaya adalah jumlah pengeluaran yang dinyatakan dengan satuan uang
menurut harga pasar yang berlaku, baik yang sudah terjadi maupun yang akan
terjadi;

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai
wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat
perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan
tempat yang siap untuk dipergunakan,;

Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disebut RKA adalah dokumen
rencana keuangan tahunan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten;

Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah
dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang sebagai
dasar pelaksanaan Anggaran oleh Pengguna Anggaran.

Surat Tugas adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang
memberi tugas kepada Pelaksana Perjalanan Dinas.

18. Surat ............
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19.

20.

21,

22,

23.

24.

25.

26.

27.

28,

29.

30.

Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah
dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pengguna Anggaran dalam rangka
pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan/Anggota DPRK,
Ketua/Anggota Lembaga Daerah, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak
Tetap.

Pelaksana SPPD adalah Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRK,
Ketua/Anggota Lembaga Daerah, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap
yang melaksanakan Perjalanan Dinas.

Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (pre-
calculated amount) dan dibayarkan sekaligus.

Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang
sah.

Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan/kunjungan kerja ke
negara yang memiliki hubungan diplomatik yang dilakukan oleh
Pejabat/pegawai Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD;

Surat Permohonan Izin Perjalanan Dinas Luar Negeri, yang selanjutnya disebut
surat permohonan, adalah surat permohonan izin perjalanan dinas luar negeri
bagi ASN Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD;

Paspor dalam rangka perjalanan dinas luar negeri, yang selanjutnya disebut
paspor dinas, adalah dokumen yang diberikan kepada ASN Kementerian Dalam
Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,
Pimpinan dan Anggota DPRD yang berangkat ke luar negeri dalam rangka tugas
resmi yang tidak bersifat diplomatik;

Exit permit adalah tanda pengesahan berupa cap resmi untuk meninggalkan
suatu negara yang tercantum dalam paspor dinas;

Visa adalah dokumen pemberian izin masuk ke suatu negara dalam suatu
periode waktu dan tujuan tertentu yang dikeluarkan oleh kedutaan negara
bersangkutan.

Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam
jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk
membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satuan Kerja Perangkat Kabupaten,
yang tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.

Standar adalah sesuatu yang dianggap tetap nilainya sehingga dapat dipakai
sebagai ukuran nilai (harga).

Standar biaya adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan
penghitungan kebutuhan biaya kegiatan.

Harga satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu
untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.

31. Standar .......
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33.

(1)

(2)

Standar Biaya Umum adalah harga satuan tertinggi yang dibeli atau dibayarkan
dan belum termasuk PPn dan PPh serta dapat dinegosiasikan kembali untuk
memperoleh harga yang wajar sebagaimana harga yang berlaku dipasaran
apabila terdapat perubahan harga.

Standar Satuan Harga Dasar yang selanjutnya disingkat SSHD adalah harga
satuan yang berlaku dan dipakai sebagai standar dan tidak dapat melebihi.

Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah harga
satuan dalam kegiatan dan tidak dapat dirubah dari yang ditetapkan untuk
setiap kegiatan.

BAB II
STANDAR BIAYA UMUM

Pasal 2

Standar Biaya Umum berfungsi sebagai pedoman bagi SKPK untuk menyusun
biaya komponen masukan kegiatan dalam RKA Pemerintah Kabupaten yang
berbasis kinerja Tahun Anggaran 2020.

Selain berfungsi sebagaimana  dimaksud pada ayat (1), dalam rangka
pelaksanaan kegiatan, Standar Biaya Umum juga berfungsi sebagai :

a. batas tertinggi; atau

b. estimasi.

Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran [ sampai dengan Lampiran XVI merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KOMPONEN STANDAR BIAYA UMUM DAN
HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

Pasal 3

Standar Biaya Umum ini digunakan sebagai pedoman SKPK dalam menyusun
RKA serta pedoman untuk pengujian tingkat kewajaran usulan belanja daerah
pada proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tahun Anggaran 2020.

Standar Biaya Umum ini merupakan salah satu pedoman untuk menentukan
dan menyusun Harga Perhitungan Sendiri/ Owner Estimate (HPS/OE), namun
komponen upah, peralatan dan efisiensinya tidak meningkat.

Apabila dalam penyusunan RKA satuan harga belum diatur dalam Peraturan
Bupati ini, maka dapat menggunakan satuan harga yang berlaku dipasaran dan
khusus untuk harga barang di luar Kabupaten ditambah biaya angkut sampai
ke lokasi pekerjaan.

Pasal 4........




Pasal 4

(1) Standar biaya umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) terdiri dari
SSHD dan HSPK.

2) SSHD merupakan harga elemen penyusun komponen kegiatan fisik/non fisik.

Pasal 5

(1) Apabila uraian, satuan dan biaya yang digunakan di luar Standar Biaya yang
ditetapkan dalam Peraturan ini maka SKPK dapat menggunakan satuan biaya
lain yang disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang
ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

(2) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan bentuk pertanggungjawaban Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran atas penggunaan satuan biaya lainnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).

(3) Format surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran XVI yang tidak
terpisahkan dari peraturan ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal '© September 2019

P BUPATI ACEH TENGAH l
+8HABELA ABUBAKAR

Diundangkan di Takengon
ada tanggal '\© September 2019

SEKRETARIS/DAERAH ()

/

-

KARIMANSYAH.I

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2019 NOMOR : 149



